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Abstract

Public service innovation is a must for the government as a form of adaptation to the
development of information technology. One of the government agencies providing
public services, namely BP.JS Ketenagakerjaan, has launched an innovative JMO
application to improve services. The purpose of this study 1s to find out how public
service innovation is through the JMO application at BP.JS Employment Rungkut
Branch, Surabaya City. The research method used is qualitative data analysis
techniques through careful interpretation and verification of each information through
primary data and secondary data from interviews, observations, documentation, then
analyzed so that conclusions are drawn from research problems. The results of this
study indicate that the implementation of JMQO service innovations at BPJS
Ketenagakerjaan Rungkut Branch Office Surabaya is carried out: 1) institutional
leaders provide space to continue to innovate and network relationships to improve
JMO services; 2) has implemented transparent and accountable criteria. However,
Ignoring the criteria for community participation in the suggestion and feedback
mechanism; 3) the JMO service data analysis mechanism is still manual so that it is
not optimal in solving problems through technology; and 4) JMO service SOPs do not
have high flexibility at the branch office level.
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Abstrak

Inovasi pelayanan publik menjadi suatu keharusan bagi pemerintah sebagai bentuk
adaptasi dari perkembangan teknologi informasi. Salah satu instansi pemerintah
penyedia pelayanan publik yaitu BPJS Ketenagakerjaan dengan meluncurkan inovasi
aplikasi JMO untuk meningkatkan pelayanan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahul bagaimana inovasi pelayanan publik melalui aplikasi JMO di BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan
yaitu teknik analisis data kualitatif melalui interpretasi dan verifikasi cermat
terhadap setiap informasi melalui data primer maupun data sekunder dari hasil
wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga ditarik
kesimpulan dari masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penerapan inovasi layanan JMO di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut
Kota Surabaya dilaksanakan: 1) pimpinan lembaga memberi ruang untuk terus
berinovasi dan relasi jaringan untuk meningkatkan pelayanan JMO; 2) telah
menerapkan kriteria transparan dan akuntabel. Akan tetapi mengabaikan kriteria
partisipasi masyarakat dalam mekanisme saran dan umpan balik; 3) mekanisme
analisis data layanan JMO masih manual sehingga kurang maksimal dalam
mengatasi masalah melalui teknologi; dan 4) SOP layanan JMO tidak memiliki
fleksibilitas tinggi di tingkat kantor cabang.
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Pendahuluan

Penyelenggaraan pelayanan publik diamanatkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dengan tujuan
untuk meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan,
keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelayanan pada
dasarnya cara melayani, membantu, menyikapi, mengurus, menyelesaikan keperluan
kebutuhan seorang atau kelompok orang (Alamsyah & Handoko, 2019). Apalagi
dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi (TIK) yang
mengakibatkan dunia menghadapi era revolusi industri 4.0 dewasa ini, masyarakat
juga semakin memiliki kesadaran tentang hak-hak mereka sebagai warga negara
yang selalu mengharapkan pelayanan yang terbaik dari aparatur pemberi pelayanan
publik (Hendrayady, 2020). Hal tersebut juga menjadi bagian dari penerapan prinsip
good governance yang merupakan tata pemerintahan baik yang dilakukan
pemerintah di dalam penyelengaraan pelayanan publik (Cahyadi & Soenarjanto,
2019).

Zeithaml, dkk., (1990) dalam bukunya Dwiyanto, dkk., (2017) yang berjudul
Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia mengemukakan bahwa secara ideal,
pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dari sisi output, dipergunakan
untuk melihat pemberian produk pelayanan oleh birokrasi tanpa disertai adanya
tindakan pemaksaan kepada publik. Reformasi birokrasi menjadi alat bantu bagi
pemerintah daerah sekaligius harapan baru masyarakat bagi terwujudnya pelayanan
secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
sebagail perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Bagi warga, reformasi
pelayanan publik tentu sangat penting untuk menjadi prioritas mengingat mereka
selama 1ni telah menjadi korban dari praktik pelayanan publik yang buruk
(Dwiyanto, 2014).

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan
permasalahan, misalnya sikap indisipliner aparat birokrasi, penetapan tarif yang
tidak wajar demi percepatan proses pelayanan publik, pertanggung jawaban dan
transparansi yang belum maksimal, merupakan buah atau dampak dari pola pikir
dari aparatur birokrasi yang lebih memposisikan dirinya sebagai pihak yang dilayani,

dan bukan pihak yang harus memberikan pelayanan (Thetool, Indartuti, &
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Soenarjanto, 2017). Mereka selama ini dirugikan oleh kualitas pelayanan pemerintah
yang buruk mulai dari pelayanan yang lambat berhari-hari, boros waktu dan tenaga,
serta tidak transparan (Yanuar, 2019). Selain itu, juga dinilai kurang dapat
memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat (Wahyuni, 2017). Sehingga
kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat (Bima Raka Asturimo
Putra, Syafii, & Kendry, 2019). Untuk itu, inovasi pelayanan publik merupakan
suatu keharusan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

FE-government merupakan salah satu teknologi informasi yang memiliki andil
yang cukup besar dalam pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan
publik. Sebagaimana menurut Lestari et al., (2021) bahwa e-government sebagai
bentuk adaptasi dari perubahan dan juga perkembangan teknologi informasi dunia,
sehingga memantapkan pemerintah Indonesia untuk turut menciptakan sistem
secara digital yang akan membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan
pemerintahan. Ammah (2016) mengemukakan bahwa penerapan e-government
merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan
memanfaatkan sistem elektronik, termasuk didalamnya penggunaan IT dan internet
yang bertujuan untuk memudahkan kinerja pegawai di pemerintahan, serta untuk
meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai sasaran utamanya.

Pengembangan e-government di Indonesia telah diamanatkan oleh
pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Inpres ini merupakan salah satu
upaya sekaligus tantangan organisasi pelayanan publik dalam meningkatkan
pelayanan di berbagai sektor publik melalui inovasi. Galbraith (1973); Schon (1967)
dalam Prawira (2014) mendefinisikan inovasi sebagai proses dari penggunaan
teknologi baru kedalam suatu produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai
tambah. Inovasi dapat dilakukan pada barang, jasa, pelayanan, atau ide-ide yang
diterima oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi pelayanan publik
menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 adalah terobosan jenis pelayanan
baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi
yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak

langsung.
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Sejalan dengan definisi di atas, Sufi & Prihati (2021) berpendapat bahwa
inovasi pelayanan publik adalah suatu ide-ide atau gagasan mengenal pelayanan
publik yang sifatnya baru maupun modifikasi yang sudah ada. Sedangkan menurut
Muharam dan Fitri Muharam & Melawati (2019), inovasi pelayanan publik
merupakan cara baru maupun ide kreati teknologi pelayanan memperbaharui,
penyederhanaan, maupun menciptakan terobosan dalam aturan, prosedur, metode,
pendekatan, struktur organisasi sehingga memiliki nilai baik dari segi kualitas
maupun kuantitas pelayanan. Salah satu lembaga publik yang terus melakukan
perbaikan pelayanan melalui inovasi layanan digital yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Surabaya
setiap harinya melayani total rata-rata sebanyak 60-100 antrean yang terdiri dari
pelayanan informasi, klaim Jaminan Pensiun secara berkala, dan klaim saldo JHT
dengan nominal lebih dari 10.000.000. Bahkan pada waktu tertentu antrean bisa
mencapal 100 lebih antrean sehingga diperlukan adanya suatu inovasi untuk
menekan mobilisasi masyarakat. Terlebih saat ini sedang dalam masa pandemi covid-
19 yang mengharuskan untuk menjaga jarak dan mengurangi mobilisasi massa.
Selain itu, menurut Farianingrum & Istiyanto (2021) kondisi ini mempunyai dampak
yang luar biasa bagi lembaga BPJS Ketenagakerjaan baik secara eksternal dan
internal yaitu pengambilan JHT dalam jumlah yang sangat besar dan dalam tempo
singkat, dalam waktu yang hampir bersamaan akan mengakibatkan pengaruh pada
dana kelolaan dari sisi aktuaria keuangan yang akan berpotensi menurunnya
ketahanan dana. sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan khusus yang melibatkan
pihak-pihak terkait termasuk pemerintah.

Bersamaan dengan kondisi tersebut muncul kekuatiran dan tuntutan dari
peserta serta beberapa pihak (stakeholder) bahwa dana JHT tidak dapat dicairkan,
untuk itu BPJS Ketenagakerjaan harus membuat langkah-langkah dan strategi
komunikasi organisasi yang tepat dalam menjelaskan serta meyakinkan kepada
peserta dan semua unsur bahwa dana JHT peserta aman dan dapat dicairkan
(Syamsir et al., 2019). Untuk menyelesaikan klaim JHT yang begitu meledak, BPJS
Ketenagakerjaan harus membuat suatu sistem baru sebagai solusi untuk dapat
menyelesaikan hal tersebut. Sistem ini membutuhkan teknologi informasi yang
handal dan harus mudah digunakan oleh seluruh peserta yang tidak semuanya

paham tentang teknologi (Agostino et al., 2020).
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Disisi lain, hal ini menjadi dampak yang luar biasa di internal BPJS
Ketenagakerjaan karena harus merubah pola kerja yang membutuhkan petunjuk
teknis penyesuaian program baru yang diterapkan secara mendadak sehingga ada
pembaruan jobdesk dan perubahan struktur organisasi (Johnston & Clark, 2012).
Melihat adanya permasalahan ini, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan
membuat inovasi dalam meningkatkan pelayanannya melalui aplikasi Jamsostek
Mobile (JMO) pada tahun 2021 sehingga berimplikasi pada meningkatnya klaim
masyarakat dimasa yang akan datang.

Inovasi JMO merupakan bentuk kelanjutan pengembangan dari aplikasi
BPJSTKU yang diluncurkan pada tahun 2016. JMO menjadi layanan digital terbaru
yang dihadirkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. JMO memiliki fitur dan tampilan yang
lebih lengkap dari aplikasi sebelumnya di mana memuat data peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan memiliki fitur-fitur pelayanan seperti pengkinian data,
pengajuan dan lacak klaim JHT, simulasi saldo JHT dan JP, pengaduan, dan laporan.
Masyarakat tidak perlu datang ke kantor cabang sehingga menciptakan pelayanan
yang efektif dan efisien dengan menghemat waktu dan biaya. Selain itu, JMO juga
memiliki fitur deskripsi mengenai program-program yang ada di BPJS
Ketenagakerjaan. Hingga saat ini aplikasi ini sudah diunduh sebanyak 10 juta kali.
Keseluruhan fitur tersebut tentunya bertujuan untuk mempermudah akses layanan
publik terhadap layanan-layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui Aplikasi JMO, masyarakat diberikan kebutuhan layanan yang
tersedia dalam satu aplikasi yang tentunya lebih lengkap untuk seluruh program
BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, dalam penerapannya diketahui terdapat
masalah sebagaimana dibuktikan pada berita BantenRaya.com (2021) di mana
pengguna banyak yang tidak bisa login dan tidak bisa mengecek saldo BPJS
Ketenagakerjaan di JMO. Hal ini terekam dari berbagai protes yang dilakukan
pengguna di ulasan Google Playstore di laman JMO. Permasalahan tersebut selaras
dengan penerapan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Surabaya,
mengingat aplikasi JMO masih dalam tahap penyempurnaan mengakibat aplikasi
sering error dan stuck. Dalam artian, halaman yang pada JMO tidak dapat memuat
informasi akses layanan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan pendapat Hardianto,
Firdausi, & Lestari (2021) bahwa warga terkadang tidak memiliki akses terhadap

informasi penting yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diperlukan.
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Disamping itu, saldo JHT yang diklaim terbatas maksimal Rp 10.000.000 juta rupiah
sehingga masyarakat mengeluhkan kepada pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Cabang Rungkut Kota Surabaya.

Dampak positif yang ditimbulkan dari inovasi JMO memiliki sangat baik
karena dapat menghemat waktu dan tenaga, namun permasalahan yang masih
ditemui dalam penerapannya sehingga dilakukan penelitian terkait bagaimana
inovasi pelayanan JMO di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Kota
Surabaya. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Setyoko, Rawinarno, &
Shafira (2021) yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Banten
Selama Covid-19, melakukan kajian inovasi pelayanan publik walaupun ditengah
pandemi yang menghasilkan beragam penghargaan yang diraih oleh Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Banten. Penelitian tersebut menggunakan model Iron Triangle
dari Farazmand (2004), yang menjelaskan terkait 3 aktor dalam tata kelola
pemerintahan, yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyediakan inovasi
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan inovasi
pelayanan publik di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya melalui
aplikasi JMO dengan menggunakan model pengukuran kriteria inovasi menurut UN
Public Service Awards (2017). Model tersebut berfokus pada cara untuk menyalurkan
upaya dan kreativitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal
ini juga selaras dengan hasil forum Forum Layanan Publik PBB pada tahun 2017 di
mana menghasilkan pesan kunci bahwa, pada saat perubahan besar, pemerintah
perlu bekerja secara berbeda, memanfaatkan potensi besar administrasi publik dan
memobilisasi semua aktor menuju tata kelola yang lebih kompeten, efektif, inklusif
dan akuntabel melalui pendekatan inovatif, sehingga kebijakan yang dihasilkan

dapat terintegrasi dan efektif.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan
kualitatif yang dapat menggambarkan bagaimana penelitian kualitatif dengan
maksud memberi gambaran komprehensif dan mendalam terhadap inovasi JMO di
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya. Penelitian ini mereferensi

pada teori yang diperkenalkan oleh United Nation Public Service Award tahun 2017
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yang dikutip oleh Alim dkk., (2020) yang terdiri dari empat dimensi yaitu (1)

kepemimpinan dan kapasitas pemerintah yang inovatif, (2) lembaga transparan,

akuntabel dan partisipatif, (3) mengatasi tantangan melalui teknologi, dan (4)

koherensi kebijakan yang terintegrasi.

Tabel 1. Indikator Inovasi Sektor Publik dalam UNPSA (2017)

No Indikator

Definisi/Penjelasan

Sub Indikator

1 Kepemimpinan

dan kapasitas

pemerintah

yang inovatif

2 Lembaga
transparan,
akuntabel

dan partisipatif

3 Mengatasi
tantangan
melalui

teknologi

Pemerintah yang memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku layaknya sebagai

pelayan publik. Pemerintah yang sadar akan

tujuan, mengembangkan kapasitas, pola
pikir kolaboratif dan konsultatif, serta
kapasitas dan motivasi untuk selalu

berinovasi dan mencoba pendekatan baru.
Lembaga dan proses yang transparan,
akuntabel dan partisipatif merupakan faktor
penting dalam mendorong inovasi dalam
pelayanan publik. Sejumlah bahan utama
diperlukan untuk membuat lembaga lebih
transparan, termasuk: memantau pekerjaan
pemerintah dan memberantas Kkorupsi
melalui partisipasi publik; menghilangkan
ketidaksetaraan dalam layanan publik dan
menyiapkan kerangka kerja regulasi yang
efisien untuk meningkatkan transparansi di
lembaga-lembaga pemerintah.

kebijakan

Kerangka tepat dan

yang
kepemimpinan visioner diperlukan untuk

memastikan penggunaan teknologi yang

tepat. Menggabungkan penggunaan

teknologi  dengan  kebijakan  pemuda,

sementara melakukan pengembangan
kapasitas dan pengembangan keterampilan
secara bersamaan, dapat menjadi sarana
yang efektif untuk mempromosikan inovasi.
dapat

Penggunaan data dan teknologi

. Lembaga

. Kreativitas

. Analisis

. Aksesibilitas

. Kepemimpinan

yang visioner

. Keterampilan dan

kapasitas untuk

berinovasi

. Kepemimpinan

yang kolaboratif

dan konsultatif

. Proses

kelembagaan yang
transparan

publik
yang akuntabel
dalam
mencari saran &

umpan balik dari

masyarakat

. Kebijakan

Penggunaan
Teknologi

data
dengan bantuan
teknologi

yang

besar

. Perhatian terhadap

ancaman

158



memainkan peran penting dalam memerangi keamanan dan

korupsi. privasi
4 Koherensi Koherensi dan integrasi kebijakan hanya 1. Koherensi
kebijakan dapat terjadi jika komunikasi dan interaksi kebijakan
yang di antara aktor-aktor yang berbeda dalam 2. Dukungan dari
terintegrasi sektor publik dan dengan dukungan aktor seluruh aktor
non-pemerintah. publik

Penelitian studi kasus dilakukan bertujuan untuk mengembangkan analisis
mendalam dan mengeksplorasi masalah sosial atas suatu kasus seperti program,
peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih (Creswell, 2019:19). Studi
kasus merupakan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada sejumlah
informasi tentang suatu kasus. Adapun pengumpulan data diperoleh dengan: (1)
wawancara dengan informan. Adapun informasi tentukan secara purposive sampling
yaitu Kepala Kantor, Kepala Bidang Pelayanan, Staf Bidang Pelayanan yang dapat
memberikan informasi terkait aplikasi JMO, dan masyarakat selaku pengguna
aplikasi JMO dianggap representatif untuk memberikan informasi. (2) observasi yaitu
mengamati dan mencatat secara langsung kejadian di lapangan. (3) dokumentasi dari
bidang kepesertaan dan bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Rungkut Kota Surabaya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interaktive
model dari Miles, Huberman, & Saldafia (2014), yang meliputipengumpulan data
dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan yang dapat mendukung
penelitian, kondensasi data proses memilih dan mengabstrakan data yang diperoleh
dari lapangan, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun
berupa kalimat (naratif) yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang merupakan tahapan akhir dalam
proses analisis data dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan.
Pemilihan analisis data model interaktif dikarenakan dapat menyimpulkan dan
menyederhanakan data secara efektif dan efisien yang diperoleh selama penelitian

berlangsung. Sehingga hasil dari penelitian ini bersifat objektif, valid, dan akurat.
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Hasil dan Pembahasan

Pelayanan publik yang baik memerlukan pembaharuan-pembaharuan yang
inovatif salah satunya inovasi layanan publik di berbagai instansi pemerintah dalam
rangka mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas sehingga dapat
berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik, tidak terkecuali BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya.

Penelitian ini mencoba membuktikan bahwa inovasi layanan publik JMO
yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya telah
memenuhi kriteria inovasi lembaga pelayanan publik sesuai yang ditetapkan pada
United Nations Public Service Award (2017). Adapun kriterianya meliputi
kepemimpinan dan kapasitas pemerintah yang inovatif; lembaga yang transparan,
akuntabel dan partisipatif; mengatasi masalah dengan teknologi; dan kebijakan yang
koheren dan terintegrasi.

Kepemimpinan dan Kapasitas Pemerintah yang Inovatif

Pertama, Kepemimpinan yang Visioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebagai pelaksana inovasi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota
Surabaya memiliki kredibilitas dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kinerja
organisasi yang tinggi. Visi dan misi yang jelas, tearah, terukur membuat Kepala
Cabang dalam menjalankan kepemimpinannya terkhusus penerapan inovasi JMO
yakni mengkomunikasikan ke bawahan untuk diikuti dan diwujudkan bersama.
Penerapan JMO merupakan salah satu bentuk komitmen yang ditunjukkan pimpinan
dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya,
menurut Kepala Cabang, inovasi JMO akan menjadi suatu inovasi yang bersifat
sustainable atau berkelanjutan untuk menjawab berbagai permasalahan.

Kedua, Keterampilan dan Kapasitas untuk Berinovasi Hasil. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya
memiliki beragam jenis inovasi sebagai wujud organisasi pelayanan publik yang
terampil dan berkapasitas. Adanya kegiatan pendukung sebagai motivasi kepada
karyawan seperti perlombaan Rencana Pengembangan Diri yang mana karyawan
berkesempatan untuk mengusulkan inovasi yang dibutuhkan oleh BPJS
Ketenagakerjaan menjadi bukti bahwa lembaga ini memiliki orientasi untuk

mendorong perubahan transfomartif guna mewujudkan visi lembaga khususnya pada
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mnovasi layanan JMO. Hal tersebut menuntut karyawan agar menghadirkan ide baru
yang akan digunakan oleh manajemen melalui melalui daya kreatif dan daya inovasi
yang dimilikinya. Terbukti, inovasi layanan JMO menjadi inovasi berkelanjutan
dibuktikan dengan adanya penambahan fitur seperti jumlah nominal saldo JHT yang
bisa diklaim dan pelaporan kecelakaan langsung ke rumah sakit yang bermitra.
Usaha in1 agar bisa meningkatkan pelayanan.

Ketiga, Kepimpinan yang Kolaboratif dan Konsultatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam penerapan inovasi layanan JMO, BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Rungkut Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki
kepentingan yang sama dalam melayani masyarakat dan menguntungkan satu sama
lain dalam mencapai tujuan pelayanan. Adapun pihak yang berkolaborasi dengan
BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam pelaksanaan layanan JMO antara lain
Pemerintah Kota Surabaya, pihak swasta dan lembaga non pemerintah. Bentuk
kerjasama yang dilakukan adalah tim manajemen yang kuat dalam konteks ini
struktur birokrasi pada lembaga yang profesional, yang bekerja menurut fungsi dan
tugas masing-masing unit sehingga membuat lembaga dapat bekerja secara efisien.
Selain itu, struktur manajemen birokrasi mengambil keputusan secara rasional dan
bekerja berdasarkan spasialiasi masing-masing dalam setiap aktivitas pelayanan
publik khususnya pelayanan JMO. Aktivitas-aktivitas tersebut beragam, mulai dari
sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan beserta regulasinya, penyediaan informasi
setiap akun peserta yang terintegrasi, informasi pelayanan klaim hingga akumulasi
luran.

Hasil penjabaran ketiga sub-indikator tersebut menunjukkan bahwa BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya telah berupaya mewujudkan visi
dan misi di bawah pemimpin yang memiliki kredibilitas melalui kolaborasi dan
jaringan untuk meningkatkan pelayanan JMO. Hal ini sejalan dengan pendapat
Wilson (2013) bahwa kepemimpinan kolaboratif merupakan cara yang praktis dan
efektif untuk mengatasi masalah dan tantangan yang kompleks tersebut. Menurut
Sanaghan & Lohndorf (2015) kolaborasi melibatkan pengambilan keputusan bersama
dan melibatkan proses komunikasi yang transparan dan terpercaya, dimana semua
pihak merasa memperoleh informasi dan dapat memberikan umpan balik dan ide

kepada orang lain.
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Lembaga yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
Pertama, Proses Lembaga yang Transparan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya telah menerapkan
aspek transparansi dalam aktivitas pelayanan publik, tidak terkecuali pada layanan
JMO. Inovasi terbaru layanan digital dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi sarana bagi
lembaga dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Data-data yang telah
terintegrasi di setiap akun peserta seperti saldo ditampilkan secara real time dan
upah yang dilaporkan perusahaan serta apa saja program yang diikuti oleh tenaga
kerja tersebut. Disisi lain, JMO juga memberikan pelayanan yang fleksibel tak
terbatas ruang dan waktu yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal ini
mendorong peserta agar mudah dalam mengakses informasi dalam layanan JMO.
Selain itu, hadirnya JMO untuk menghindari praktik percaloan mengingat keamanan
informasi akun peserta JMO hanya diketahui oleh peserta. Hal ini dibuktikan salah
satunya dalam fitur pengkinian data JMO harus diisi data pribadi yang hanya
diketahui oleh peserta. Stigma pada masyarakat terkait ketidaksetaraan yang
menjadi tantangan pelayanan publik tidak Dberlaku pada layanan JMO.
Diterapkannya JMO dengan sistem tidak memprioritaskan orang tertentu, semua
segmentasi peserta mendapatkan kesetaraan dalam pelayanan dan akses informasi
sesuai yang tertera pada JMO.

Kedua, Lembaga Publik yang Akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya terus berusaha
mewujudkan akuntabilitas dalam setiap pelayanan yang dilakukan kepada
masyarakat, tidak terkecuali pada inovasi layanan JMO. Bagi BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Rungkut Kota Surabaya, menjadi lembaga publik yang akuntabel merupakan
misi yang akan terus dijalankan demi tercapainya tujuan sebagai penyelenggara
jaminan sosial yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial
bagi seluruh elemen masyarakat. Sebagai lembaga publik yang tentunya juga pelayan
publik atau masyarakat, akuntabilitas publik pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Rungkut Kota Surabaya adalah kewajiban untuk memegang amanah masyarakat
dalam  memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas peserta pada layanan JMO. Hal ini bertujuan
mencegah penyalagunaan wewenang yang memiliki tendensi pada tindakan korupsi

disamping juga mempertahankan kepercayaan dari masyarakat.
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Ketiga, Kreativitas Dalam Mencari Saran dan Umpan Balik Dari Masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota
Surabaya dalam menyediakan saran maupun umpan balik dari masyarakat
khususnya pada inovasi layanan JMO hanya terbatas pada kedatangan peserta
secara langsung ke kantor cabang melalui petugas CSO dan satpam. Hal ini menjadi
masukan bagi BPJS Ketenagakerjaan terkait evaluasi perbaikan dari layanan JMO.
Dalam hal ini, perlu menjadi perhatian bahwa lembaga BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Rungkut Kota Surabaya tidak menyediakan fitur secara khusus melalui
online. Dengan demikian, kreativitas karyawan untuk menghasilkan ide baru tidak
diikuti dengan sarana maupun media penilaian yang disediakan BPJS
Ketenagakerjaan guna mencari saran serta umpan balik dari masyarakat.

Berdasarkan pemaparan ketiga sub-indikator fokus tematik inovasi
administrasi publik di atas, dapat dilihat bahwa meskipun BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Rungkut Kota Surabaya telah menerapkan kunci Sustainability Development
Goals (SDGs) pada United Nations Public Service Award (2017), yaitu transparent,
accountable. Akan tetapl mengabaikan aspek participatory institutions are the
backbone of a people-centred public service. Padahal partisipasi masyarakat dalam
mekanisme feedback merupakan nilai berharga yang dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan. Hal ini selaras dengan pernyataan Hadi (2020) partisipasi
masyarakat selain memberikan peniaian terhadap kepuasan layanan yang diberikan,
juga dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi tersebut. Namun, sarana
untuk penyampaian aduan masih jarang dijumpai. Tidak ada mekanisme dan
prosedur yang terlembaga, yang memungkinkan masyarakat melakukan keluhan dan
mengontrol kinerja pemerintah maupun aparaturnya.

Mengatasi Masalah dengan Teknologi
Pertama, Kebijakan Penggunaan Teknologi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Kota Surabaya telah
berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada
masalah antrean yang panjang. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk inovasi
layanan JMO. Hal ini menandakan JMO dapat menjadi salah satu solusi dalam
meningkatkan kapasitas layanan kepada masyarakat, terlebih pada masa pandemi
yang menyebabkan adanya pembatasan mobilitas sosial. BPJS Ketenagakerjaan

Kantor Cabang Rungkut Kota Surabaya sebagai pelaksana kebijakan berupaya

163



memberikan pelayanan yang prima mengingat hal tersebut merupakan tujuan
pemerintah daerah. Penerapan teknologi informasi pada layanan JMO untuk
mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat.

Inovasi tersebut dapat dikatakan efektif karena dengan adanya JMO, setiap
peserta dapat melakukan klaim lebih lebih cepat dan akses informasi yang lebih
mudah dengan beragam fitur-fitur yang lebih lengkap. Dari data yang berhasil
dikumpulkan oleh peneliti, simplifikasi prosedur dan persyaratan klaim yang
dilakukan BPJS Ketenagakerjaan mampu memangkas masa tunggu klaim JHT, dari
yang awalnya rata-rata 8 hari menjadi rata-rata 1,05 serta meningkatkan success
rate klaim JHT dari 55 persen di Januari, menjadi 95 persen di akhir 2021. Selain itu,
layanan JMO berbasis digital atau onl/ine juga terbukti lebih banyak dipilih oleh para

peserta dibandingkan layanan offline.
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Gambar 1. Jumlah Pengguna JMO

Dapat dilihat pada gambar di atas, menunjukkan pada awal peluncuran JMO
tahun 2021 memiliki pengguna aktif 50.374 orang. Hingga saat ini mengalami
peningkatan pengguna aktif menjadi 75.301 orang. Adapun pelayanan secara offline
atau on site, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Kota Surabaya dapat
melayani 60 hingga 100 orang per hari, akan tetapi jumlahnya dapat meningkat
ketika jatuh tempo JHT yang biasanya di awal bulan. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Kota Surabaya khususnya
dalam pemberian layanan JMO telah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Kedua, Analisis Data Bantuan Teknologi. Analisis data dengan menggunakan
teknologi memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Kota Surabaya
telah berupaya untuk menerapkan analisis data dengan bantuan teknologi. Namun

dalam pelaksanaannya, mengingat aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan
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membuat layanan JMO error salah satunya peserta tidak bisa melakukan login.
Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme analisis data dalam
layanan JMO masih semi manual. Hal ini dikarenakan sejumlah persyaratan seperti
data biometrik berupa foto selfie peserta yang tidak bisa dilakukan secara otomatis
dalam mengambil data dari NIK tenaga kerja atau, kemudian sarana transfer dana
klaim JHT yang dikeluarkan oleh pihak bank. Dengan kata lain komponen tersebut
masih diperiksa secara manual. Alhasil integrasi data secara online belum dapat
diterapkan secara menyeluruh pada setiap fitur yang ada pada layanan JMO.
Sehingga dapat dikatakan pelayanan yang diberikan di BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Rungkut Kota Surabaya masih kurang efisien.

Ketiga, Aksesibilitas yang Besar. Salah satu kriteria pelayanan publik adalah
kemudahan akses layanan oleh seluruh kalangan masyarakat. Di samping itu, suatu
layanan publik juga harus mudah digunakan (user friendly), mudah dimengerti, dan
tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan penggunaannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Rungkut Kota Surabaya telah berupaya untuk mendesain layanan JMO agar mudah
digunakan. Hal ini berdasar pada pertimbangan bahwa masyarakat tidak nyaman
dengan pelayanan yang rumit, menghabiskan banyak waktu maupun tenaga. Alhasil,
dapat dilihat bahwa aplikasi layanan ini telah diunduh oleh 10 juta pengguna dan
lebih banyak dipilih oleh para peserta menjadi bukti.

Selain itu, juga sejalan dengan pengakuan sebagian masyarakat selaku
peserta pengguna layanan JMO yang mengakui bahwa hadirnya JMO membantu
memudahkan mereka untuk mengakses layanan yang disediakan BPJS
Ketenagakerajaan, apalagi para peserta juga sudah terbiasa dengan penggunaan
teknologi seperti smartphone. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa
masih ada masyarakat yang kesulitan dalam penggunaan teknologi sehingga merasa
lebih nyaman melakukan pelayanan secara langsung datang ke Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Kota Surabaya karena dapat
menyampaikan maksud dan tujuan secara langsung untuk mendapatkan pelayanan.

Keempat, Perhatian Terhadap Ancaman Keamanan dan Privasi. Tidak
dipungkiri lagi, kebutuhan akan informasi serta kecepatan akses dan
kemampuan coverage dalam pendistribusian maupun pengambilan informasi yang

ditunjang dengan penggunaan internet connection telah menjadi kebutuhan dalam
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pelayanan publik. Sebagai konsekuensinya, kerahasiaan dan keamanan informasi
khususnya pada layanan JMO terkait keamanan dan privasi data menjadi
pertaruhan tersendiri dari masifnya gangguan maupun serangan yang terjadi dari
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Kota Surabaya telah
menjelaskan bahwa setiap karyawan BPJS Ketenagakerjaan memiliki integritas
untuk menjaga data tenaga kerja artinya tidak menyebarkan data secara bebas
namun hanya untuk orang-orang yang berkepentingan saja seperti PIC perusahaan
yang bersangkutan dan tidak menerima pemberian data dari pihak ketiga maupun
tenaga kerjanya langsung. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa di balik
kemudahan akses layanan JMO berbanding lurus dengan pertanggungjawaban
pemerintah untuk tidak melakukan penyalahgunaan informasi. Keamanan informasi
sudah menjadi prioritas utama dalam lembaga modern. Data-data terkait tenaga
harus dilindungi dengan baik.

Berdasarkan pemaparan empat sub-indikator di atas, dapat disimpulkan
bahwa meskipun inovasi layanan JMO telah diterapkan namun tetap saja
memunculkan masalah-masalah yang menghambat penerapannya. Meskipun
demikian, inovasi JMO merupakan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat terutama untuk
mengatasi kebijakan yang sebelumnya yang kurang menampakkan hasil yang
memuaskan (Muluk, 2008:42 dalam Ariyani et al., 2016).

Kebijakan yang Koheren dan Terintegrasi
Pertama, Koherensi Kebijakan. Inovasi kebijakan pelayanan publik harus

dilakukan secara koheren untuk memudahkan pengguna dan meningkatkan
produktivas karyawan. Hal ini mengingat dalam rangka menghadapi akselerasi
transformasi digital, sehingga dalam pelaksanaannya, dalam hal ini layanan JMO
diharapkan dapat menghasilkan perubahan sistemik yang signifikan melalui
dukungan dari seluruh elemen yang memiliki kesatuan dan kepaduan tujuan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Kota
Surabaya telah memiliki manual book yang digunakan sebagai Standar Operasional
Prosedur (SOP) bagi tenaga kerja untuk mengakses aplikasi JMO beserta fitur-

fiturnya. SOP tersebut berasal dari pusat yang berlaku secara umum dan
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dilaksanakan oleh seluruh cabang serta tidak dapat direvisi oleh masing-masing
kantor cabang.

Hal ini lantaran dalam pembuatan regulasi dilakukan secara tersentralisasi.
Aturan tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Cabang Rungkut Kota Surabaya ketika dihadapkan pada situasi kendala yang
ditemui di kantor cabang dalam proses pelayanan JMO. Ditambah lagi, tidak adanya
kewenangan dalam menentukan keputusan secara mandiri terkait masalah yang
ditemukan dalam penggunaan SOP semakin menyulitkan lembaga untuk
menyesuaikan keadaan yang dihadapi. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui
bahwa penerapan inovasi layanan JMO masih belum didukung penuh dari penentu
kebijakan, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan Pusat. Masalah ini diharapakan
dapat menjadi acauan bersama khususnya bagi pimpinan selaku penentu kebijakan
di BPJS Ketenagakerjaan untuk diterjemahkan ke dalam tindakan dengan SOP yang
memiliki fleksibilitas tinggi.

Kedua, Dukungan Aktor Publik. Kebijakan yang terintegrasi dapat terwujud
ketika komunikasi, interaksi, dan koordinasi aktor-aktor dalam sektor publik dengan
aktor non pemerintah berjalan dengan baik. Untuk itu, diperlukan komunikasi secara
menyeluruh, baik antarpihak internal maupun koordinasi dengan aktor lain yang
terkait dengan pelaksanaan layanan JMO di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Rungkut Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan
secara dua arah antara pemimpin dengan karyawan melalui morning briefing oleh
pimpinan kantor cabang terkait instruksi yang akan dilakukan pada hari itu atau ada
hal penting yang harus dilakukan di hari itu sehingga disampaikan pada saat
morning briefing. Komunikasi dan koordinasi antara pemimpin dan karyawan
berjalan sesuai dengan yang telah direncakan. Apabila muncul hambatan, maka
pimpinan secara terbuka untuk menerima kembali komunikasi berupa feedback dari
karyawan terkait hambatan yang dihadapi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pimpinan BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Kota Surabaya memiliki upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan JMO dengan merencanakan agar inovasi ini bisa
berjalan dan berkembang lebih baik. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan melibatkan
aktor pemerintah dalam kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini, aktor yang

dimaksud ialah Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kota Surabaya, Organisasi
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Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan serikat
pekerja. Adapun fokus JMO yang lebih banyak kepada pelayanan klaim JHT
membuat BPJS Ketenagakerjaan membangun kemitraan dengan instansi/perusahaan
yang menaungi pekerja yang melakukan klaim tersebut, baik tenaga honorer
pemerintah, maupun karyawan BUMN/BUMS. Dengan demikian, salah satu fungsi
dari membangun hubungan dengan instansi yang menaungl tenaga kerja adalah
koordinasi dalam bidang pelayanan. Hal tersebut juga dijalankan oleh BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Kota Surabaya yang membangun
komunikasi dengan baik dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya maupun OPD di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Hasil penjabaran dua sub-indikator tersebut menunjukkan bahwa BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rungkut Kota Surabaya telah berupaya
membangun koneksi dan relasi kepada berbagai pihak untuk merealisasikan tujuan
layanan penerapan inovasi JMO sesuai harapan. Akan tetapi, dalam tataran
implementasi SOP layanan JMO yang secara sentralisasi membuat lembaga tidak
memiliki fleksibilitas dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Hal ini
didukung dengan survei yang dilakukan oleh center for population policy studies,
Universitas Gadjah Mada (UGM) bahwa 80% aparatur dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat selalu mengacu kepada peraturan (juklak), hal ini yang membuat
aparat pemerintahan menjadi kurang fleksibel dan tidak mempunyai inovasi dalam
menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan publik
(Selviati, 2020). Dengan demikian, hasil dari upaya tersebut tidak mampu memenuhi
kriteria yang diinginkan dalam fokus tematik inovasi administrasi publik sebagai
kunci SDGs.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis berdasarkan kriteria Inovasi Sektor Publik model
UNPSA (2017) yang dikutip oleh Alim dkk., (2020), maka dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan inovasi layanan JMO di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota
Surabaya dijelaskan oleh indikator yang sesuai dengan kriteria UNPSA. Adapun
indikatornya yaitu:1) Kepemimpinan dan kapasitas pemerintah yang inovatif, dalam
hal ini Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya telah

menerapkan kriteria ini sehingga memberi ruang untuk terus berinovasi dan relasi
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jaringan untuk meningkatkan pelayanan JMO. 2) Lembaga yang Transparan,
Akuntabel dan Partisipatif, dalam hal ini penerapan layanan JMO di BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya telah menerapkan Kkriteria
transparan dan akuntabel. Akan tetapi mengabaikan kriteria partisipasi masyarakat
dalam mekanisme saran dan umpan balik. 3) Mengatasi Masalah dengan Teknologi,
dalam 1ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya telah
menerapakan teknologi informasi pada layanan JMO. Namun dalam mekanisme
analisis data dalam layanan JMO masih semi manual. Meskipun demikian, hal
tersebut tidak mengurangi pertanggungjawaban pemerintah untuk tidak melakukan
penyalahgunaan informasi. 4) Kebijakan yang Koheren dan Terintegrasi, dalam hal
ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya tidak mampu memenuhi
kriteria yang diinginkan dalam fokus tematik inovasi administrasi publik sebagai
kunci SDGs. Hal ini dapat dilihat SOP layanan JMO tidak memiliki fleksibilitas
tinggi di tingkat kantor cabang.
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